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Background Environmental problems are becoming increasingly large, widespread and serious.  The problem is not only local or translocal, but regional and global.  Impacts that occur on the environment are not only related to one or two aspects, but the hooks are hooked in accordance with the nature of the environment which has multiple eyes that affect each other subsystems.  If one aspect of the environment is affected, then various other aspects will also experience impacts or consequences such as pollution of damage to natural resources.
This study aims: (1) To find out the role of the Tegal Regency Environmental Office in maintaining water quality and water pollution control. (2) To find out the factors that hinder the Role of the Tegal Regency's Office of Environment in Water quality Management and Water Pollution Control.
This type of research is analytical descriptive, namely expressing legislation relating to legal theories as the object of research. Likewise the law in its implementation in society regarding the object of research. The approach used is a normative approach and an empirical approach.
The technique of collecting data is through library research and field research. And analyzed qualitatively and interpreted logically and systematically, the framework of deductive and inductive thinking will help this research especially in the level of consistency, as well as conceptual with the producer and the procedures as established by the generally accepted principles in legislation. The Result of this Research Shows the Management of Water Quality and Water Pollution Control in Adiwerna District, Tegal Regency (Legal Study at the Tegal Regency Environmental Office.
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       PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainya akan mengalami dampak atau akibat pula seperti pencemaran kerusakan sumber daya alam.​[1]​
Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang di buang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas, apabila jumlah dan kualitas limbah yang di buang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka bahwa lingkungan itu tercemar.
Pencemaran Lingkungan sebagaimana pengertiannya di rumuskan dalam pasal 1 angka 7 UULH, adalah di masukannya pencemaran lingkungan hidup “oleh proses alam” dalam perumusan istilah “pencemaran”. Di dalam penjelasan angka 7 itu di kemukakan bahwa hal tersebut di masukkan mengingat bahwa akibatnya harus di tanggulangi dan bahwa penanggulangan ini adalah merupakan kewajiban pemerintah. Disini tampak jelas bahwa hal tersebut tidaklah dikaitkan dengan penyebab dari pencemaran, akan tetapi penanggulangan akibatnya. Terjadinya proses alam tersebut dikualifikasikan ke dalam “act of good”.
Pasal 1 angka 7 UULH merumuskan sebagai berikut:
“Masuk atau di masukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berbahanya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.” ​[2]​
Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup Untuk selanjutnya dalam penulisan ini di singkat (UUPPLH-2009) yag di Undangkan Pada 3 Oktober 2009 dan di nyatakan berlaku sejak di undangkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanaan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota panja DPR RI dengan rasionalissasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.
Menurut pasal 1 angka 2 UUPPLH-2009, Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas di bandingkan dengan dua Undang-Undang sebelumnya.​[3]​
Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dibarengi dengan perubahan peradan yang begitu cepat serta peningkatan kebutuhan manuusia yang begitu beragam maka sumber daya alam akan menjadi berkurang akibat upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu sumber yang sangat di perlukan makhluk hidup adalah air. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa air karena sebagian besar tubuh manusia adalah air.​[4]​
Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang mengatakan :
“Air, sumber-sumber air beseta bangunan-bangunan pengairan harus di lindungi serta di amankan, di pertahankan dan di jaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya.”
Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia kita harus senantiasa menjaga suber daya air agar tetap menghhasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu harus benar-benar memperhatikan cara pengelolaan air yang baik agar sumber daya air tersebut kita memanfaatkan secara maksimal.​[5]​
Pembangunan Di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Salah satu permasalahan di kecamatan Adiwerna yaitu sampah rumah tangga dan kualitas air, secara umum dapat di katakan bahwa Kabupaten Tegal masih menghadapi masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terutama masalah pengelolahan kualitas dan pencemaran air. Pembangunan yang terus menerus memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut meningkat dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun seperti menurunya kualitas air akibat pencemaran air limbah bekas seperti sampah dan lainnya.
Cara pembuangan limbah yang masih smbarangan menyababkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur. Hal ini sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit, tergaanggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah dan rusaknya ekosistem.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Tegal”.​[6]​

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;
1.	Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menjaga kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air di Kecamatan Adiwerna ?
2.	Faktor-Faktor yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ?

C.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1.	Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menjaga kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air.
1.	Untuk Mengetahui faktor yang menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air .

D.	Manfaat Penelitian 
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan :
1.	Kegunaan Teoritis 
a.	Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat.
b.	Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
2.	Kegunaan Praktis 
Kegunaan Praktis Penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.	Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana mengelola kualitas air dan pencegahan pencemaran lingkungan.
a.	Untuk masyarakat : penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang lingkungan hidup terutama air dan cara pengelolaanya khususnya bagi masyarakat yang belum mengerti tentang dampak pencemaran Lingkungan.




1.	Lingkungan Hidup di Indonesia
Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Di dalam penjelasan untuk selanjutnya dalam penulisan ini di singkat UULH dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Sehingga pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
( Pasal 1 butir 1 UULH).
Akan tetapi kalau lingkungan hidup di kaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum dalam pengertian ini, lingkungan hidup indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera, dengan iklim tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta pernan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.
Jenis Lingkungan hidup ada empat macam yaitu :
2.	Lingkungan hidup fisik atau anorganik yaitu yang tediri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
3.	Lingkungan hidup biologi atau anorganik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. 
4.	Lingkungan sosial, ini dibagi menjadi tiga bagian :
a)	Lingkungan hidup fisiosional yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung, dan lain-lain.
b)	Lingkungan hidup biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang di gunakan manusia berasl dari sumber organik.
c)	Lingkungan hidup psikososial, yaitu yang berhubungan dengan manusia seperti sikap, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan agama, ideologi, bahasa dan lain-lain. 
5.	Lingkungan hidup komposit yaitu lingkungan yang diatur secara intitusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.​[7]​
Peneliti terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang di teliti dan sudah pernah di teliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu peneliti terdahulu di gunakan sebagai insipirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ada sejumlah penelitian yang mengangkat :

No	Judul	Peneliti	PembahasanRumusan Masalah
1.	Dampak Pencemaran Air Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup	Oleh Jessy Adack, 2013	1. Bagaimanakah dampak dari pencemaran limbah tahu terhadap lingkungan  hidup ?2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu  ?
2.	Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan sampah aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo	Oleh Asthiliaa Ayuningtias,Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019	1. Bagaimana Pencemaran Lingkungan hidup akibat Pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoardjo?2. Bagaimana pencemaran lingkungan di tinjau dengan undng-undang Nomor 32 Tahun 2009?
3.	Pengaruh Pembuangan Limbah cair industri Tahu Terhadap kualitas air di Kota Semarang	Oleh Robert Irwanto ,Universitas Negeri Semarang,2011	1. Bagaimanakah Pengaruh Limbah cair industri tahu terhadap kualitas air di kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota semaarang?

2.	Penegakkan Hukum Tentang Lingkungan Hidup
Di indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungn Hidup. 
1.	Penegakkan Hukum perdata Hukum lingkungan
Penegakkan hukum lingkungan dalam perdata dapat di bagi menjadi 3 cara yaitu :
1.	Class Action atau gugatan Masyarakat 
Di atur dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kersakn lingkungan hidup.
2.	Hak gugat Organisasi
Di atur dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, hak ini dapat di berikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3.	Hak Gugatan Pemerintah 




Pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau di masukanya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. Sedangkan pengertian prusakan lingkungan sebagaimana di rumuskan dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
Apabila di simpulkan maka pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang di sebabkan oleh kehadran-kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.​[8]​
2.	Macam-Macam Pencemaran Lingkungan
1.	Pencemaran Udara
Pencemaran udara berhubungan dengan pencemaran atmosfer bumi. Atmosfer ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km.
No	Polutan	Dihasilkan dari
1	Karbon dioksida (CO2)	Pemakaian bahan bakar fosil, pembakaran gas alam dan hutan, resperasi, serta pembusukan
2	Sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen monoksida (CO)	Pemakaian bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan
3	Karbon monoksida (CO)	Pemakaian bahan bakar fosil dan gas buangan kendaraan bermotor yamg kendaraannya tidak sempurna pembakarannya
4	Kloro fluoro karbon (CFC)	Pendingin ruangan, lemari es dan perlengkapan yang menggunakan penyemprot aerosol





Pencemaran tanah berasal dari limbah rumah tangga, kegiatan pertanian dan pertambangan.
a.	Limbah Rumah Tangga
Salah satu limbah rumah tangga ialah sampah. Sampah dalam jumlah banyak seperti kota-kota besar, berperan besar dalam pencemaran tanah. Tanah yang mengandung sampah di atasnya akan menjadi tempat hidup berbagai bakteri penyebab penyakit Pencemaran oleh bakteri dan polutan lainnya dari sampah akan mengurangi kualitas air tanah. Air tanah yang menurun kualitasnya dapat terlihat dari perubahan fisiknya. Perubahan fisik misalnya berbau, berwarna dan berasa, bahkan seperti plastik dan logam, sulit terurai sehingga berpengaruh pada kemampuan tanah menyerap air.
b.	Limbah Pertanian
Dalam kegiatan pertanian, penggunaan pupuk buatan, zat kimia pemberantasan hama (pestisida) dan pemberantas tumbuhan pengganggu (herbisida) dapat mencemari tanah. Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan menyebabkan tanah menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktifitas tanaman. Tanaman menjadi layu, berkurang produksinya dan akhirnya mati. Pestisida dan herbisida memiliki sifat sulit terurai dan dapat bertahan lama di dalam tanah. Residu pestisida dan herbisida ini membahayakan kehidupan organisme tanah. Misalnya, residu pestisida dapat membunuh mikroorganisme yang sangat penting bagi proses pembusukan, sehingga kesuburan tanah terganggu.
c.	Limbah Pertambangan
Aktifitas penambangan bahan galian juga dapat menimbulkan pencemaran tanah. Salah satu kegiatan penambangan yang memiliki pengaruh besar mencemarkan tanah ialah penambangan emas. Pada penambangan emas, polusi tanah terjadi akibat penggunaan merkuri (Hg) dalam proses pemisahan emas dari bijihnya. Merkuri tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun yang dapat mematikan tumbuhan, organisme, tanah dan menggangu kesehatan manusia.
3.	Pencemaran Air
Pencemaran air meliputi pencemaran di perairan darat, seperti danau dan sungai, serta perairan laut. Sumber pencemaran air, misalnya limbah rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan minyak lepas pantai, serta kebocoran kapal tanker pengangkut minyak.​[9]​
3.	Dampak Pencemaran Lingkungan
1.	Punahnya Spesies
Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati.
2.	Kesuburan tanah berkurang
Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah. Hal ini  menyebabkan kesuburan tanah menurun.
3.	Keracunan dan Penyakit 
Orang yang mengkonsumsi sayur,ikan,dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan.
4.	Pemekatan Hayati
Bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaaring makanan.
5.	Terbentuknya Lubang Ozon






Permasalahan global lainnya iala efek rumah kaca. Gas CO2 yang di hasilkan dari proses pembkaran meningkatkan kadar CO2 di atmosfer.​[10]​
b.	Pengendalian Pencemaran Air 
Upaya pengendalian pencemaran air di indonesia mula – mula di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990. Pada tanggal 14 Desember 2001 Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air (LN Tahun 2001 Nomor 153) yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990.
2.	Pengertian tentang Konsep-Konsep
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 memuat pengertian-pengertian tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air yaitu : air, pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air,kriteria mutu air, baku mutu air, beban pencemaran, daya tampung beban pencemaran.
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 merumuskan pengertian air sebagai berikut “ Semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.” Dari rumusan tersebut dapat di ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tidak mencakup pengendalian pencemaran laut. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 merumuskan pengertian pengelolaan kualitas air adalah : “upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang di inginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.” Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 merumuskan pengertian pengendalian pencemaran air : “upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.”​[11]​
1.	Kewenangan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian  Pencemaran Air
Pengelolaan kualitas air di lakukan melalui langkah-langkah berikut. Penyusunan rencana pendayagunaan air. Penetapan kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2), penetapan atau pemberlakuan baku mutu Air, pemantauan kualitas air. Pengendalian pencemaran air di lakukan melalui langkah-langkah berikut : penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air, penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah, penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber-sumber air, pemberlakuan izin pemanfaatan air limbah ke tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan pemantauan kualitas air pada sumber air.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah (pusat), pemerintah  Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan kualitas air. Kewenangan Pemerintah mencangkup pengelolaan kualitas air lintas provinsi. Kewenangan Pemerintah Provinsi mencangkup pengelolaan kualitas air lintas kabupaten / kota. Sedangkan kewenangan Pemerintah kabupaten / kota mencangkup pengelolaan kualitas air di dalam wilayah kabupaten / kota masing-masing. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota berwenang menyusun rencana pendayagunaan air memuat Potensi pemanfaatam air dan pencadangan air berdasarkan ketersediaannya dengan memerhatikan fungsi-fungsi ekonomis, nilai-nilai agama dan adat istiadat masyarakat setempat.​[12]​
1.	Pengawasan dan Pemantauan
Sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada kuat Pemerintah dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataaan persyaratan dalam izin pembuangan air limbah menjadi kewenangan Bupati / walikota. ​[13]​
Petugas dari instansi pengawasan mempunyai wewenang :
1.	Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audiovisual dan pengukuran;
2.	Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
3.	Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan dari berbagai dokumen seperti perizinan, Amal, UKL Dan UPL, hasil swapantau dan dokumen organisasi perusahaan;
4.	Memasuki tempat tertentu;
5.	Mengambil contoh air limbah, bahan baku dan bahan penolong;
6.	 Memeriksa peralataan yang di gunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolah limbah;
7.	Memeriksa instalasi dan alat transportasi;








Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.
15.	Pendekatan Penelitian 
	Pendekatan Penelitian di lakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif,  yaitu pendekatan yang di lakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang kaitanya dengan permasalahan yang di teliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang di lakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.​[15]​
16.	Sumber Data 
Sumber data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :
A.	Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Tegal dan Masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencemaran air di Kabupaten Tegal .
B.	Data Sekunder
Data sekunder adalah dua tambahan yang di peroleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
Data sekunder yang di gunakan ini terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut :
A.	Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :
a.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
b.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup
c.	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
d.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
e.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan
B.	Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum,literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian.
C.	Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah  yang hendak di teliti.
17.	Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan Data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara berikut :
A.	Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
B.	Studi Lapangan (Field Research) di lakukan sebagai usaha pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan (Observasi) dan mengajukan tanya jawab dalam wawancara Terstruktur dengan di sertai pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya.
18.	Metode Analisis Data 
Metode Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu diadakan pengumuman data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secar logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan produser dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum dalam perundang-undangan. 
Pada penelitian hukum metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian.

G.	Sistematika Penulisan :






BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari :
A.	Lingkungan Hidup
a.	Lingkungan Hidup di Indonesia




c.	  Dampak Pencemaran Lingkungan
C.	Pengendalian Pencemaran Air
a.	Pengertian dan Konsep-Konsep 








D.	Metode Pengumpulan Data 
E.	Metode Analisis Data

BAB IV JADWAL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari :
A.	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menjaga kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air .












Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air. Kondisi Air di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal mengalami Pencemaran yang di sebabkan oleh Limbah industri-industri kecil salah  satunya industri tahu. Akibat dari pengelolaan limbah yang tidak benar yaitu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Fenomena pengelolaan limbah yang tidak benar banyak terjadi di Desa Pesalakan Adiwerna Kabupaten Tegal.
Kecamatan Adiwerna merupakan kawasan daerah industri rumah tangga yang kebanyakan masryarakatnya adalah pengusaha tahu. Dengan jumlah pengusaha tahu hampir mencapai 1000. Pengelolaan limbah tahu masih kurang baik, sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar dan kelangsungan hidup manusia. Cara pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkngan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang di timbulkan oleh limbah dan rusaknya ekosistem.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Adiwerna. Selain harus di perhatikan seharusnya ada pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru agar memungkinkan limbah tahu bisa di tampung secara keseluruhan dan tidak adanya pembuangan limbah di sungai-sungai terdekat agar nantinya sanitasi air menjadi bersih, agar nantinya pencemaran limbah tahu di desa Adiwerna bisa di minimalisir dan tidak berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. ​[16]​
1.	Definisi Pencemaran Air
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tana akibat aktivitas manusia.  Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENLH/I/1998, yang dmaksud dengan poolusi/Pencemaran Air adalah masuk atau di masukannya makhluk hidupzat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara oleh kegiatan manusia atau  proses alam, kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya.
Air biasanya di sebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan Antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia,seperti air minum atau mengalami pergeseran di tandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik,seperti ikan. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan Manusia dan merupakkan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.
Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan bahwa, Air adalah :  
“Semua air yang terdapat pada, di atas, maupun dibawah permukaan tanah. Air dalam pengertian ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.”   ​[17]​
2.	Indikator Pencemaran Air 
a.	Pengamatan secara Fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan Tingkat Kejernihan Air, Perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan bau atau rasa.
b.	Pengamatann secara Kimmiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut (Perubahan Ph ).
c.	Pengamatan Biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya pathogen ( Bakteri atau Virus).
3.	Penyebab Pencemaran Air 
Secara umum pencemaran air dapat di sebabkan oleh berbagai jenis polutan yang dapat di kategorikan sebagai berikut :
a.	Agen Infeksius (Infection Agent)
Merupakan bahan pencemar yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia (penyakit)
b.	Sedimen
Sedimen terdiri atas tanah dan pasir yang masuk ke air dari erosi atau banjir yang dapat menimbulkan pendangkalan aliran sungai dan menimbulkan kekeruhan air.
c.	Nutrisi atau Unsur Hara
Dapat mengakibatan peningkatan prodktivitas primer yang di timbulkan oleh adanya penyaringan air dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
d.	Pencemaran Anorganik
Bahan pencemaran anorganik adalah logam,garam dan basa.
e.	Energi Panas
Kualitas air akan turun jika terjadi perubahan Temperatur.
f.	Zat Radioaktif
Zat yang teraplikasi dalam teknologi nuklir yang di gunakan pada berbagai bidang dapat menimbulkan sisa pembuangan.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran air, antara lain :
a.	Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak   atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercamar.
b.	Tidak membuang sampah ke sungai
c.	Mengurangi intensitas limbah rumah tangga
d.	Melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem
e.	Pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar
Tujuan pembentukan Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:  
a.	Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  
b.	Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia  
c.	Menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem  
d.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup  
e.	Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup  
f.	Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan 
g.	Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia  
h.	Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana  
i.	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan  
j.	Mengantisipasi isu lingkungan global 
B.	Pengendalian Pencemaran air Sungai
Sungai merupakan tempat berkumpulnya air dari lingkungan sekitarnya yang mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Daerah sekitar sungai yang menyuplai air ke sungai di kenal dengan daerah tangkapan air untuk daerah penyangga sungai. Kualitas air sungai di pengaruhi aktivitas dan perilaku penghuninya. Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan perubahan berbagai tatanan kehidupan, sering kali terjadi perubahan dan peningkatan intensitas pola pengguna lahan di sekitar daerah aliran sungai. Perubahan dan konversi lahan di sekitar daerah aliran sungai sering kali tidak memperhatikan dampak yang akan timbul.
Adanya pemanfaatan sumber daya alam yang kurang seimbang, di sekitar wilayah sungai menyebabkan peningkatan pencemaran yang masuk ke sungai. Secara ilmiah air sungai juga mempunyai kemampuan pemulihan Purifikasi yang terbatas. Umumnya sungai daerah hulu mempunyai kualitas air yang lebih daerah hilir sedangkan dari sudut pemanfaatan lahan daerah hulu relatif sederhana dan bersifat alami seperti hutan dan perkampungan kecil semakin ke arah hilir keragamaan pemanfaatan lahan menjadi meningkat. Sejalan dengan hal tersebut suplai limbah cair dari daerah hulu yang menuju daerah hilir pun menjadi meningkat. Pada akhirnya daerah hilir merupakan tempat akumulasi dari peroses pembuangan limbah cair yang i mulai dari hulu.
Untuk menilai tingkat pencemaran sungai tersebut maka di perlukan perhitungan Daya Tampung beban pencemaran sungai. Daya tampung beban pencemaran air adalah keampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengkibatkan air menjadi tercemar.  Beberapa sungai yang teridentifikasi memiliki beban pencemaran yang tinggi, hal ini di akibatkan oleh aktivitas industri. 
Dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sungai-sungai tersebut, digunakan metode perhitungan yang telah teruji secara ilmmiah, yaitu : Metode Neraca Massa dan Metode Streeter-Phelps. Metode Neraca massa adalah metode penetapan daya tampung beban pencemaran air dengan menggunakan perhitungan neraca massa komponen-kommponen sumber pencemaran. Metode Streeter-Phelps adalah metode penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dengan menggunakan model matematik yang di kembangkan oleh Streeter-Phleps.
1.	Pengertian Sungai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, pengertian sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan di batasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
Sungai merupakan air larian alam yang terbentuk akibat siklus hidrologi. Sungai mengalir secara alami dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah seprti lautan, danau, sungai lainnya. Sungai sejak dahulu telah menjadi unsur alam yang berperan penting dalam kebudayaan manusia. Ketersediaan air, lembah yang subur, aliran dari sungai dan potensi lainnya menarik manusia untuk bermukim disekitarnya.  
Salah satu fungsi sungai menurut HR Mulyanto adalah : 
“Alur sungai yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi” ​[18]​
Ruang sungai terdiri dari :
a.	Palung sungai
Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Palung sungai membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala. Palung sungai di tentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.
b.	Sempadan sungai
Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempada dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau di antara garis sempadan dan tepi luas kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
2.	Fungsi Sungai
Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia, di antaranya adalah :
a.	Sumber minum
Sebagai besar sumber air yang di kelola oleh DAM berasal dari air sungai yang kemudian di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi manusia.
a.	Sumber energi listrik
Aliran sungai juga dapat di manfaatkan sebagai sumber energi listrik di beberapa daerah, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
b.	Sebagai jalur transportasi dan pusat perekonomian
Sungai dapat digunakan sebagai transportasi dan pusat perekonomian
c.	Sebagai tempat budidaya
Masyarakat yang bermukim di pinggir sungai biasanya dimanfaatkan sungai untuk membudidayakan ikan air tawar, udang dan juga kepiting. Hal ini sangat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya.
1.	Jenis Sungai
A.	Berdasarkan Jumlah Air
a.	Sungai permanen yaitu sungai yang debit airnya sepanang tahun relatif tetap
b.	Sungai Periodik yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit.
c.	Sungai Intermittent atau sungai episodik yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghuan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering.
d.	Sungai Ephemeral yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan.
B.	Berdasarkan Genetik
a.	Sungai Konsekwen yaitu sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lereng
b.	Sungai Subsekweeen yaitu sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekween
c.	Sungai andesen yaitu sungai yang kekuatan erosi ke dalamnya mampu mengimbangi pengangkatan lapisan batuan yang dilalui
d.	Sungai anak linal yaitu sungai yang arah alirannyaa mengalami perubahan karena tidak mampu mengimbangi pengangkatan lapisan batuan. 
2.	Manajemen Sungai
Sungai seringkali di kendalikan atau dikontrol supaya lebih bermanfaat aatau mengurangi dampak negatifnya terhadap kegiatan manusia.
a.	Bendung dan Bendungan di baangun untuk mengontrol aliran, menyimpan air atau menghasilkan energi.
b.	Tanggul di buat untuk mencegah sungai engalir melampaui batas dataran banjirnya.
c.	Kanal-Kanal dibuat untuk menghubungkan sungai-sungai untuk mentansfer air maupun navigasi
d.	Badan Sungai dapat dimodifikasi untuk meninggkatkan navigasi atau diluruskan untuk meningkatkan rerata aliran.
Manajemen sungai merupakan aktivitas yang berkelanjutan, karena sungai cenderung untuk mengulangi kembali modifikasi buatan manusia. Saluran yang dikeruk akn kembali mendangkal, mekanisme pintu air akan memburuk seiring waktu berjalan, tanggul-tanggul dan bendungan sangat mungkin mengalami rembesan atau kegagalan daahsyat akibatnya. Keuntungan yang di cari dalam manajemen sungai seringkali “impas” bila di bandingkan dengan biaya-biaya sosial ekonomis yang di keluarkan dalam mitigasi efek buruk dari manajemen yang bersangkutan.
3.	Daerah Aliran Sungai (DAS)
A.	Definisi DAS
Daerah Aliran Sungai di singkat DAS ialah suatu kawasan yang di batasi oleh titik-titik tinggi dimana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. Guna dari DAS adalah menerima. Menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai.
Air Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang di batasi oleh titik-titik tinggi dimana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sisitem tersebut.
Air padaa DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti,air tersebut akan bertahan (sementara) di sungai, danau/waduk, dan dalam tanah sehingga akan di manfatkan oleh manusia atau makluk hidup.
Air hujan yang dapat mencapai permukaan tanah, sebagian akan masuk (terserap) ke dalam tanah (infiltrasi), sedangkan air yang tidak teresap ke dalam tanah akan tertampung sementara daalam cekungan-cekungan permukaan tanah (surface detention) untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah (runoff), untuk selanjutnya masuk ke sungai. Air infitrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya akan membentuk kelembaban tanah. Apabila tingkat kelembapan air tanah telah cukup jenuh maka air hujan yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral (horizontal) untuk selanjutnyaa pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah yang kemudian mengalir ke sungai.
Berdasarkan Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan: 
“Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”
Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan: “Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 
Menurut Asdak, menyatakan:  
“DAS sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Water Catchment Area yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai pemanfaat sumber daya alam.​[19]​
B.	Daerah DAS
1.	Hulu sungai, berbukit-bukit dan lerengnya curam sehingga banyak jeram.
2.	Tengah Sungai, Relatif landai, banyak aktivitas penduduk
3.	Hilir Sungai, Landai dan subur, banyak areal pertanian.
C.	Macam-Macam DAS
1.	DAS Gemuk : DAS jeni sini memiliki daya tampung yang besar, adapun sungai yang memiliki DAS cenderung mengalami luapan air yang besar apabila terjadinya hujan di daerah hulu.
2.	DAS Kurus : DAS jenis ini bentuknya sempit, sehingga daya tampungnya pun kecil. Manakala hujan turun di daerah hulu, tidak terjadi luapan air yang tidak terlalu hebat.
D.	Bentuk-bentuk DAS
1.	Bentuk Bulu ayam: DAS ini memiliki debit banjir sekuensial dan berurutan. Memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai mainstream. Memiliki topografi yang lebih curam daripada bentuk lainnya.
2.	Bentuk kipas: DAS berbentuk kipas memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai dan memiliki waktu yang lebih lama daripada bentuk bulu ayam untuk mencapai mainstream.
3.	Bentuk Parallel Atau Kombinasi : DAS bentuk kombinasi memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai di bagian hilir. Sedangkan di bagian hulu sekuensial dan berurutan.
4.	Gambaran Umum Sungai di Kabupaten Tegal
Pada daerah aliran sungai di Kabupaten Tegal terdapat aktivitas dimana aktivitas tersebut memberikan memberikan suatu permasalahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Permasalahan yang ada pada aliran sungai di Kabupaten Tegal meliputi :
1.	Penambangan Galian C (Batu Pasir) yang masih terjadi padahal terdapat peraturan tentang pelanggaran penambangan di sungai-sungai Kabupaten Tegal.
2.	Area Lahan Hutan yang terdapat pada daerah aliran sungai menjadi semakin kritis akibt penebangan pohon tegakkan serta pola penanaman baru tanaman produktif.

C.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Pencemaran Air
Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. ​[20]​
Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai Manusia.​[21]​
Pelaksanaan Perlindungan Hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:
1.	Perlindungan Hukum Preventif 









Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah di lakukan suatu pelanggaran.​[22]​
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan Manusia, agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus di laksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus di tegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum yang mencangkup perlindungan Yustisiable terhadap tindakan swenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum karena dengan adanya kepastian Hukum masyarakat akan tertib.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di ketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di bidang Hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan Konsep Negara Hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.​[23]​
Pertimbangan undang-undang  Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (a) bahwa lingkungan hidup  perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang berkelanjutan; (b) bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang di hasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkunga hidup dan kesehatan manusia.
Peraturan Undang-undang Lingkungan Hidup telah melewati 3 perubahan yaitu :
1.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Lingkungan Hidup
2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan




Norma sosial adalah norma yang digunakan untuk menilai sikap dan juga perilaku manusia terhadap lingkungannya. Contoh norma sosial ini ialah kebiasaan, cara, adat istiadat, dan lain sebagainya. Hingga saat ini masih dirasakan bahwa masyarakat begitu mengikuti adat istiadat suku tradisional. Sehingga bisa dikatakan bahwa norma sosial yang dianut oleh masyarakat tanah air lebih efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup saat ini.
Dimana pelanggaran terhadap norma sosial umumnya akan mengakibatkan pelanggarnya terkena hukuman dengan berbagai bentuk seperti pengucilan, sindiran, cemoohan, bahkan sampai pada pengusiran.
2.	Norma Hukum
Untuk kelesatrian dan keseimbangan lingkungan hidup, umumnya pemerintah akan menetapkan regulasi untuk mengatur hal ini termasuk di Indonesia. Dimana pemerintah umumnya membuat undang-undang untuk mengatur ini. Diantaranya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 pasal 5 dan pasal 8 yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 3 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dan juga regulasi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah dengan resmi melakuakn ratifikasi Protokol Kyoto mengenai Lingkungan Hidup.​[24]​

E.	Baku Mutu Lingkungan Hidup






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Dalam Menjaga Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Beralamat di Jl. Prof. Moch. Yamin Slawi 52413 Telp. (0283)491159 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang di pimpin oleh Dinas yang Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menjaga kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam melaksanakan tugas sebaagaimana di maksud menyelenggarakan fungsi menurut Peraturan Bupati Tegaal Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,fungsi,dan tata kerja Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala sub bagian tata usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tegal sebagai berikut: 
1.  Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
a.	Perumusan  kebijakan umum dan teknis urusan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b.	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
c.	Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH)
d.	perumusan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis
e.	Perumusan Pemanfaatan sumber daaya alam dan lingkungan Hidup berkelanjutan
f.	Pengendalian pencemaran udara, air, bahan Berbahaya dan Lingkungan Hidup
g.	Pengendalian kerusakan tanah dan ekosistem
h.	Pengendalian dampak Lingkungan hidup atas usaha dan atau kegiatan
i.	Pembinaan,pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
j.	Pelaksanaan Konservasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan(taman hutan raya)
k.	Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup
l.	Pelaksanaan pengembangan sarana dan teknologi lingkungan
m.	Penyediaan dan pelaksanaan sistem informasi lingkungan hidup
n.	Pelaksanaan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup, pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan
o.	Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati
p.	Pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan manajemen persampahan
q.	Pembinaan, Penataan dan Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan sanitasi lingkungan
r.	Penyelenggaraan laboratorium lingkungan
s.	Penyelennggaraan Pengelolaan Limbah dan Sampah
t.	Penyelenggaraan Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
u.	Menyelenggarakan Kesekertariatan/ketatausahaan Dinas
2.  Susunan Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a.	Kepala Dinas
b.	Sekretariat
c.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian




3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
a.	Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup
b.	Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
c.	Pelaksaan evaluasi dan pelaporan di bidang  lingkungan hidup
d.	Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
e.	Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup
	Kinerja Dinnas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam pengeloln kualitas air dan pengendalian pencemaran air jika di lihat dari kepatuhan dan rutinitas dalam menjalankan tugasnya tentunya sudah cukup baik, namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan dampak yang di  kehendaki karena pada kenyataanyapencemaran air di kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal masih terjadi dan terlihat nyata. Berdasarkan hasil pengamatan penelitiaan air jika di lihat langsung melalui fisik maka masih di temukan aliran sungai yang terlihat tingkat kekeruhanya yang masih tinggi,warna air yang terlihat pekat dan kotor,serta bau air yang tidak mengenakan terutama di titik hilir sungai kecamatan Adiwerna.

B.	Faktor-Faktor Dinas Lingkungan Hidup yang Menghambat dalam melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
Faktor-Faktor Dinas Lingkungan hidup yang menghambat dalam melaksanakan pengeolaan kualitas air yaitu ada 2 faktor, antara lain :
a.	Hambatan Internal
Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air di kecamatan Adiwerna. Pertama dalam penetapan kelas air, meskipun tahapan pengambilan sampel air di beberapa titik sudah dilakukan oleh bidang KSDA tapi proses tersebut tidak bisa dilakukan secara rutin seseuai yang di tetapkan tentunya sangat memprihatinkan untuk masyarakat itu  sendiri karena masyarakat tidak  tahu air tersebut layak atau tidak sebagai peruntutkkan tertentu,hambatan kedua yaitu tidak adanya Amdal dan IPAL dari usaha industri kecil yang akan mengakibatkan tercemarnya air pada sungai
b. Hambatan Eksternal
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pasal 1 butir 3 “Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapainya kualitas air yang di inginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya.”
Hambatan eksternal merupakan habatan yang berasal dari luar Dinas Lingkungan Hidup ada 2 hambatan eksternal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika aliran sungai terus menerus dilakukan pencemaran yang lama kelamaan akan berakibat buruk kepada ekosistem air dan sungai. Hambatan kedua adalah sikap apatis masyarakat seoalaah acuh terhadap perusakan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Bahkan saat di lakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi tentang lingkungan hidup khususnya tentang lingkungan sungai mereka tidak mau ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan : 
a.	Memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup; 
b.	Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Taun 1990 tentang pengendalian Pencemaran air di katakan bahwa air yang merupakan sumber daya alam yang di perlukan banyak orang perlu di pelihara untuk melindungi kualitas air agar air tetap bersih, bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang hidup di perairan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Karena itu untuk menjaga kualitas air agar dapat bermanfaat berkelanjutan dengan tingkat mutu yang di inginkan, maka perlu pengendalian pencemaran air bagi kehidupan manusia dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.
Kasus pencemaran limbah tahu yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di sebabkan oleh adanya limbah industri yang berasal dari industri tahu yang berada di Desa Pesalakan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Pencemaran limbah juga dapat di hindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam ini. Di dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah di gunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan atau sungai karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus di proses kembali melalui teknologi agar dapat di kembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan.

1.	Pengawasan Terhadap Limbah Tahu di Kecamatan Adiwerna
	Proses pengawasan limbah di perlukan juga dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Tegal, selain berdampak positif seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan industri juga dapat memberikan tekanan terhadap kelesarian dan fungsi lingkungan seperti menurunya kualitas air sungai akibat pencemaran air limbah industri karena dari tahun ketahun produksi tahu terus meningkat dan tahu merupakan makanan khas Kabupaten Tegal. Dilihat dari segi waktu pengawasan, pengawasan ada dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif .  
1.	Pengawasan Preventif 
Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang di lakukan sebelum pelaksanaan,yakni penggawasan yang di lakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah, pengawasan preventif di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
1.	Pengawasan Represif  
Pengawasan represif adalah dengan melakukan penegakkan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui penerapan sanksi terhaap perusahaan yang membuang limbahnya di sungai dan memberikan peringatan sesuai dengan pasal 80 UUPPLH berupa :
1.	Penghentian sementara kegiatan produksi 
2.	Pemindahan sarana produksi
3.	Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi 
4.	Pembongkaran 
5.	Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan  
6.	Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. ​[26]​

2.	Dampak Penemaran Limbah Tahu Terhadap Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup di lakukan dengan di dasarkan pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregian, dam Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup), yang perlu diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah dan Peraturan Daerah untuk menjamin efektifitas implementasinya.
Ada beberapa hal penting yang perlu di soroti menyangkut pengendalian dampak lingkungan hidup ini adalah di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu penetapan ekoregion. Dasar pemikirannya lingkungan hidup tidak mengenal batas administratif. Wilayah ekoregion ini mempunyai posisi strategi karena seluruh pengendalian dampak lingkungan hidup termasuk izin lingkungan yang di keluarkan oleh pejabat berwenang di bidang lingkungan hidup akan di dasarkan pada tampung lingkungan hidup di sebuah wilayah ekoregion sejalan dengan infentarisasi lingkungan hidup di wilayah ekoregion tersebut. Yang kedua pengendalian dampak lingkungan hidup mencakup tiga aspek penting,yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Diantara ketiga aspek pengendalian ini, pencegahan dampak lingkungan hidup mendapat porsi pengaturan yang paling banyak. Ada banyak sekali instrumen pencegahan yang di akomodasi dan di atur dalam Undang-undang. Analisasi resiko lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru di adaopsi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. ​[27]​
Pencemaran limbah tahu merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagian besar idnustri tahu membuang limbahnya ke perairan macam polutan yang du hasilkan mungkin berupa polutan organik (berbau busuk), polutan anorganik (berbau dan berwarna). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air untuk limbah industri. Karena limbah dari industri tahuu menganduk polutan organik dan anorganik. Maka air limbah tersebut tidak bisa langsung di buang ke sungai, tetapi harus di olah dahulu sebelum dii buang ke sungai agar tidak menjadi pencemaran. Ekosotem air dapat melakukan “rehabilitasi” apabila terjadi pencemaran terhadap air. Kemampuan ini ada batasnya. Oleh karena itu perlu di upayakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

3.	Hidrologi
Kondisi tata Air di Kecamatan Adiwerna Kabupateen Tegal secara garis besar dapat di liht pada banyaknya suungai derta jaringan irigasi di wilayah tersebut. Berikut adalah kondisi hidrologi yang terdapat di Kabupaten Tegal  :
a. Air Permukaan








Sebagian besar daerah dataran merupakan daerah dengan air tanah yang relatif dangkal. Di daerah yang tersusun oleh endapan limbah banji di jumpai beberapa air tanah bertekanan atau artesis.
Wilayah Kabupaten Tegal di lalui oleh 10 sungai besar dan beberapa anak sungai. Daerah aliran sungainya meliputi DAS Pemali, DAS Gung, DAS Cenang-jimat, DAS Gangsa, DAS Cacaban dan DAS Rambut. Selain bermanfaat sebagai irigasi dan penghasil ikan, sungai dapat di ambil pasir dan batu kali. Di samping sungai masih terdapat sumber air tanah (mata air) yang telah banyak dimanfaatkan untuk air penduduk.
Sumber mata air di Kabupaten Tegal Tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Bumijawa, Bojong, Kedung Bangteng, dan Pangkah. ​[28]​













Sumber :Dinas Lingkungan Hidup dalam angka (Tabel)Tahun 2014

4.	Pengertian dan Pembidangan Hukum Lingkungan
Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum  lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi jga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah dan laut.
Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalahh-masalah lingkungan hidup. Tentang pembidangan dalam hukum lingkungan, tampaknya di antara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. 
Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yakni : hukum bencana,hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam, atau hukum konservasi,hukum tentang pembagian pemakaian ruang, dan hukum perlindungan lingkungan.​[29]​
Hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok pembahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan,pengawasan dan sanksi-sanksi hukum . 
Hukum penyelesaian sengketa lingkungan terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum penyelesian sengketa melalui proses peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Hukum konversi sumber daya alam hayti mencakup keentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam, kriteria baku kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan tentang pemanfaatam sumber daya alam.

5.	Posisi Hukum Lingkungan Dalam Konteks Ilmu Hukum
Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika di kaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum. Publik dan privat yang lazim di kenal dalam studi ilmu hukum kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam seehingga hukum lingkungan tidak dapat di tempatkan pada salah satu di antara kedua bidang hukum,yaitu hukum publik dan privat.

6.	Perizinan Pengendalian Pencemaran Lingungan sebelum berlaku UUPPLH
Perizinan merupakan salah satu instrumen administratif yang di gunakan sebagai sarana di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Penggunaan perizinan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan telah di tegaskan dalam pasal 36 UUPPLH atau dalam pasal 18 ayat (1),(2),(3) dan pasal 18 UULH 1997 yang berlaku sebelum UUPPLH. Sektor-sektor usaha yang paling potensial sebagai sumber pencemaran antara lain adalah industri. Sebelum berlakunya UUPPLH, terdapat beberapa jenis izin berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu izin usaha, misalnya izin usaha industri, kuasa pertambangan dan hak penusahaan, izin dumping, izin pengendalian pencemaran air dan izin pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Di lingkungan sektor industri yang merupakan sumber utama pencemaran lingkungan terdapat sejumlah izin, anatara lain izin usaha industri (IUI), Izin Hinder Ordonanntie (HO), izin pembuangan air limbah (IPLC), izin lokasi, izin dumping dan izin pengelolaan Limbah B3. Pasal 123 UUPPLLH :
“Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah di keluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangganya wajib di integrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang di tetapkan”
a.	Izin Usaha Industri
	Seperangkat peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan IUI  adalah undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian, peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang izin usaha indusutri. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menegaskan bahwa setiap pendirian usaha inndustri baru atau perluasannya harus lebih sahulu mmemperolehh IUI dari pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Dapartemen Perindustrian antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang pembinaan, pengembangan industri dan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. 
	Usaha-usaha industri di kelompokanke dalam tiga jenis yaitu : industri besar,industri kecil dan industri sangat kecil. Izin-izin usaha untuk masing-masing jenis di keluarkan oleh pejabat-pejabat yang berbeda dan dengan proses yang berbeda pula. Pengelompokan usaha industri ke dalam tiga jenis ini berdasarkan pada nilai kekayaanya tapi tidak termasuk di dalamnya nilai rumah dan tanah yang di tempatinya.
b.	Izin Lokasi
Lokasi suatu industri dan letak tanah yang di perlukn uuntuk lokasi itu harus di setujui dan di tetapkan oleh instansi pemerintah yang  berwenang, penetapan ini dalam bentuk izin lokasi. Ketentuan-ketentan tentang izin lokasi. Pejabat yang berwenang memberi izin lokasi adalah Kepala Kantr Pertanahan Kabupaten/kota.
c.	Izin Hinder Orgonantie (HO)
Hinder Orgonantie (HO) memuat ketentuan-ketentuan tentang oencegahan dampak negatif yang timbul di lingkungan sekitar tempat usaha melalui instrumen perizinan. Dampak negati itu berupa bahaya ,kerugian dan gangguan. HO memuat beberapa bentuk sanksi yang dapat di kenakan pada pelanggar ketentuan-ketentuan HO. Bentuk-bentuk sanksi itu adalah peringatan, pencabutan izin sementara, pencabutan izin selamanya, denda atau kurungan.
Ketiga macam izin, yakni IUI, izin lokasi, dan izin HO merupakan instrumen yang dapat di pergunakan untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif pada umumnya, seperti pencemaran air,pencemaran udara, kebisingan, limbah padat dan pelanggaran tata guna tanah dan tata ruang. 
d.	Izin Pembuangan Air Limbah
Izin pembuangan air limbah didasarkan pada pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan : “setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Buupati/Waalikota.” Ketentuan Pasal 40 Ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa permohonan izin pembuangan air limbah di dasaarkan pada hasil kajian amdal bagi industri yang wajib Amdal atau Kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib amdal. Bupati/Walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 izin pembuangan air limbah memuat persyaratan berikut :
1.	Kewajiban untuk mengolah Limbah
2.	Persyaratan Mutu dan kuantitas air limbah yang boleh di buang ke media lingkungan
3.	persyaratan cara pembuangan air limbah
4.	Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
5.	 persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
6.	Persyaratan lain yang di tentukan oleh hasil proses amdal
7.	Larangan Pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
8.	Larangan untuk melakukan pengenceran
9.	kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.​[30]​
e.	Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah






Dasar Hukum Pengaturaan izin Dumping adalah pasal 20 ayat (1) UULH 1997. Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dumping adalah Men LH.​[31]​ Ketentuan pasal tersebut kemudian di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Pengertian Dumping menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 adalah : “Pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan atau kegiatan atau benda lain yang tidak terpakai atau kadaluwarsa ke laut.” Perbedaan antara pembuangan limbah melalui izin dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UULH 1997 dengan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomr 82 Tahun 2001 adalah bahwa pembuangan dalam arti dumping di lakukan tidak melalui saluran pembuangan air limbah, tetapi melalui kemasan kemudian di angkut dan di buang ke dalam media lingkungan, misalkan laut dan tanah, sedangkan pembuangan air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 di lakukan melalui saluran pembuangan yang kemudian masuk ke sungai, danau atau ke atas tanah.
g.	Izin Pengoperasian Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Bracun (B3)
Izin pengoperasian pengelolaan limbah B3 di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengolahan Limbah B3 yang kemudian di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Izin pengoperasian pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatam, pengolahan, dan penimbunan. Izin pengoperasian ini di keluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).​[32]​

7. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Beberapa Pengertian Konsep Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Berbeda dari dua Undang-Undang Pendahulunya yang hanya menggunnakan istilah Pengelolaan Lingkungan hidup pada Penanamanya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di beri nama perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan Istilah “perlindungan” di dasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungna. Pihak eksekutif  dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan kepada para anggota Panja DPR bahwa Pengelolaan Lingkungan hidup merupakan konsep yang di dalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup di samping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikeras bahwa istilah perlindungan harus di cantumkan dalam judul undang-undang, sehingga akhirnya hal itu sepakat diterima. 
UUPPLH Memerlukan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah dalam bidang-bidang berikut:
1.	Inventarisasi Lingkungan Hidup (Pasal 11)
2.	Penetapan ekoregion (Pasal 11)
3.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 11)
4.	Penetapan daya dukung dan daya tampung (Pasal 12 ayat (4)
5.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pasal 18(2)
6.	Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (4)
7.	Kriteria Baku Kerusakan (Pasal 21 ayat (5)
8.	Analisis mengenai dampak lingkungan (pasal 33)
9.	Izin Lingkungan (Pasal 41)
10.	Instrumen ekonomi lingkungan (Pasal 43 ayat 4)
11.	Analisis risiko lingkungan (Pasal 47 ayat (3)
12.	Tata Cara Penanggulangan Pencemaran dan/atau keruskan lingkungan (pasal 33 ayat (3)
13.	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 56)
14.	Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 54) ayat (3)
15.	Dana Penjaminan (Pasal 55 ayat 4)
16.	Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer (Pasal 57 ayat (5)
17.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (2)
18.	Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya daan Beracun (Pasal 59 ayat (7)
19.	Tata Cara dan Persyaratan dumping (pasal 61 ayat (3)
20.	Tata Cara Pengawasan (Pasal 75) Sanksi Administratif (Pasal 83)
21.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pasal 86 ayat (3)
Namun,menurut pasal 124 UUPPLH yang memuat ketentuan peralihan menyatakan bahwa semua peraturam perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UULH 1997 di nytakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPLH hingga di keluarkannya Perturan Perundang-undangan berdasarkan UUPPLH. Pasal 126 UUPPLH menyatakan bahwa dalam waktu satu tahun sejak UUPPLH di undangkan peraturan Perundang-undangan yang di amanatkan di tetapkan. Namun, dalam kenyataanya target satu tahun untuk mengunndangkan sejumlah peraturan pemerintah pelasanaan UUPPLH tidak dapat di capai. UUPPLH di undangkan pada tanggal 3 oktober 2009, tetapi hingga setahun setelah pengundangan UUPPLH, yaitu 3 Oktober 2010, belum ada satu  pun peraturan pemerintah baru yang telah di undangkan.
Menurut Pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur berikut : (a) Perencanaan, (b)Pemnfaataan,(c) Pengendalian (d) Pemeliharaan, (e) Pengawasan, (f) Penegakkann Hukum. Menurut Pasal 5 UUPPLH, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  di laksanakan melalui tahapan : (a) inventarisasi lingkungan hidup, (b) penetapan wilayah ekoregion (c) penyusunan RPPLH. Selanjutnya, inventarisasi lingkungan hidup di bedakan atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan san tingkat wilayah ekoregion.​[33]​ Tujuan inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperolleh data dan sumber daya alam yang meliputi : (a) potensi dan ketersediaan, (b) jenis yang di manfaatkan, (c) bentuk penguasaan, (d) pengetahuan pengelolaan, (e) bentuk kerusakan dan (f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.​[34]​ Selanjutnya, inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. Penetpan wilayah ekoregion di laksanakan dengan memprtimmbangkan kesamaan : (a) karkteristik bentang alam, (b) daerah aliran sungai, (c) iklim, (d) flora dan fauna, (e) sosial budaya, (f) ekonomi, (g) kelembagaan masyarakat, (h) hasil inventarisasi lingkungan hidup.​[35]​
Pengertian Lingkungan Hidup sebagaimana di rumusan Pasal 1 butir 1 UUPPLH adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. “pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di rumuskan dalam pasal 1 butir 2 UUPPLH adalah : “upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, penngendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.”

8. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009
Sebagian besar ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan UUPPLH mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UULH 1997. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH di atur dalam ppasal 87 hingga pasal 93. Menurut UUPPLH penyelesaian sengketa lingkkungan hidup dapat di tempuh secara sukarela melalui dua pilihan mekanisme,yaitu mekanisme proses pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan. Jika para pihak telah sepakat untuk memili mekanisme di luar pengadilan, maka gugatan keperdataan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh jika mekanisme di luar pengadilan di nyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak.
1.	Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula adanya gugatan dari pihak yang merasa di rugikan terhadap pihak lain yang di anggap penyebab kerugin itu. UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat,yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu.
Tanggung Gugat berdasarkan kesalahan di temukan dalam rumusan pasal 1365 KUH perdata. Bahwa ketentuaan pasal 1365 menganut tergugat gugat berdasarkan kesalahan dapat di lihat dari unsur-unsur rumusan pasal tersebut,yaitu :
a.	Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hokum
b.	Pelaku harus Bersalah
c.	Ada Kerugian
d.	Ada Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian
1.	Gugatan Perwakilan
2.	Peran Sanksi ahli Dalam Pembuktian Perkara Lingkungan Hidup
Saksi Ahli dalam proses pengadilan kasus-kasus lingkungan di perlukan untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
a.	Hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
b.	Teknologi Pengendali Pencemaran
c.	Pelanggaran Baku mutu,kriteria baku perusakan lingkungan
d.	Kerugian
e.	Ganti Kerugian





Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan represif belum maksimal karena proses penegakkan hukum bagi pengusaha tahu yang melakukan pencemaran limbah tidak di berikan sanksi ataupun surat peringatan. Kurangnya pengawasan Preventif yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah di Kecamatan Adiwerna yang hanya menyediakan minimnya Instalansi Pengolahan Air limbah sehingga pembuangan air limbah di buang di sungai-sungai terdekat ataupun selokan dekat industri.
	Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan kualitas air dan pengendalian Pencemaran air belum di terapkan dengan baik . salah satunya Hambatan internal dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri kurangnya tahapan pengambilan sampel air di beberapa titik sudah dilakukan oleh bidang KSDA tapi proses tersebut tidak bisa dilakukan secara rutin,kurangnya Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) dalam industri tahu yang ada di Kecamatan Adiwerna . Hambatan eksternal terdapat dari luar Dinas Lingkungan Hidup dengan  rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika aliran sungai terus menerus dilakukan pencemaran yang lama kelamaan akan berakibat buruk kepada ekosistem air dan sungai.

B.	Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, maka penulis mengajukan saran dan rekomendasi berkaitan dengan proses pengendalian pengelolaan Limbah di Kecamatan Adiwerna agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi sebagai berikut: 
1.	Harus dibangun IPAL Komunal lagi disetiap desa yang memperoduksi tahu agar nantinya volume limbah tahu bisa dioalah dengan benar tanpa merugikan masyarakat. 
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang lingkungan hidup melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop dan seminar lingkungan. Sosialisasi Bidang Lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
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